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Adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, maka pemerintah memrogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SMP negeri/swasta dan Pesantren Salafiah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun yang selanjutnya disebut sebagai sekolah. BOS secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional dan personil, hal tersebut merupakan hasil Studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional(Balitbang Depdiknas). Prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan partisipasi masyarakat yang mampu.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana BOS di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus di SD Negeri 1 Purbayasa) dilihat dari aspek perencanaan (planning), pengorganisasiaan (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling); (2) hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dilihat dari aspek perencanaan,  pengorganisasiaan, penggerakan dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan dana BOS dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasiaan, penggerakan, pengawasan serta hambatan masing-masing aspek. Yang menjadi fokus adalah pengelolaan dan hambatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus SD Negeri 1 Purbayasa)  dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasiaan, penggerakan dan pengawasan.
Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan SD Negeri 1 Purbayasa Kecamatan Padamara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana BOS sudah baik. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek yang dilakukan dalam pengelolaan antara lain:(1) aspek perencanaan dengan melakukan pendataan siswa penerima BOS, penyusunan surat keputusan, pembentukan tim pelaksana pengelolaan dana BOS, serta menyusun mekanisme pelaksanaan BOS; (2) aspek pengorganisasiaan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS; (3) aspek penggerakan dilakukan melalui pembinaaan-pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten, UPTD Kecamatan maupun pihak sekolah; (4) pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten, Dinas Pendidikan Kecamatan maupun pihak sekolah dan komite sekolah.
Hambatan-hambatan pelaksanaan pengelolaan BOS antaralain: (1) aspek perencanaan, keterlambatan dana BOS, terjadi mutasi siswa sewaktu-waktu serta tidak adanya papan informasi dan kotak saran di sekolah sehingga masyarakat tidak dapat memantau dan memberika saran atau kritik dalam pengelolaan dana BOS; (2) aspek pengorganisasian, kepala sekolah dan guru tidak dilatih secara langsung untuk menyusun administrasi BOS dan membuat SPJ BOS serrta tidak adanyannya tenaga ahli; (3) aspek penggerakan, waktu pembinaan yang kurang intensif dan terbatas hanya pada kepala sekolah dan bendahara; (4) aspek pengawasan, tidak semua sekolah mendapat pengawasan yang sama, karena adanya pembagian tugas pengawasan antara lain oleh UPTD Kecamatan Padamara, Dinas pendidikan Kabupaten, KPK, Bawas. Keterlambatan dalam pengumpulan quisioner pengawasan yang diserahkan ke SD Kecamatan berakibat keterlamabatan penilaaian pengawasan oleh UPTD Kecamatan.
Saran yang diajukan penulis kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara adalah adanya papan informasi di sekolah yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan BOS sehingga orangtSua murid dapat memantau pengelolaan BOS di SD tersebut, Adanya kotak saran di setiap sekolah sebagai wahana untuk menampung seluruh aspirasi, saran dan masukan dari wlai murid khususnya mengenai pengelolaan dana BOS. Bagi sekolah adalah memahami pengelolaan dana BOS sesuai buku petunjuk pengelolaan BOS serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian tujuan pelaksanaan BOS dapat tercapai, Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal pembuatan laporan SPJ BOS sehingga tidak mengalami keterlambatan. Bagi Komite sekolah yakni Meningkatkan intensitas pengawasan pengelolaan BOS menjadi 5 kali dalam 1 tahun dan membuat daftar quisioner yang diisi oleh sekolah.














































